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Menimbaag untuk menindaklanjuti pengunduran diri saudara
Ernawan, S Pd Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) Kecamatan Sambong, Perlu menetapkan
keputusan tentang pemberhentian Ernawan, S Pd
Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Kecamatan Sambong dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015

l}Ienglngat
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1 Undang-Undang Nomor 1O Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 1O1,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
Tahun 2015);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O14 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
140, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2O15 tentang Pengelolaan
Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota;

1O. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2O12, Nomor ll Tahun 2O11,
Nomor 1 Tahun 2Ol2 tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O5
Tahun 2OO8 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
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5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O7l Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201.5 Nomor 57, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2O12, Nomor 1l Tahun 2O11,
Nomor 1 Tahun 2OL2 tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O5
Tahun 2OO8 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
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6. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
Tahun 2Ol5);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota;
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3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten

blora Nomor : 36/ Kpts/ KPU -Kab-O 12329367 / 2OLs

Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora

Tahun 2015;

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora tanggal 29 juni 2015.

UEUUTUSIIAIT

ITEPUTUSAIT KODIISI PEIILIIIAIT T'UUT
KABI'PATEIf BIORA TEITTANG PEMBERHEITTIAIf
ERISAWAI{, S Pd SEBAGAI PAI|ITIA ptUILIHAIf
xBcAilA,TArr (PPKI I(ECAilT.TAX SAtBOrrc DALAI
PTIWELEII(rcARAAIT PEMLIHAI| BI'PATI DAI{
WAXIL BI'PATI BLORA TAIIUT 2015

Menetapkan pemberhentian Pemberhentian Ernawan,
S Pd Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Kecamatan Sambong dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
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Meaetapkaa

I{ESATU

rIDUA

Ditetapkan di
pada tanggal

: Blora
: 29 Juni 2015

I{EIUA KOUISI PEMLIHAT IIUUU
XABI'PATEIT BIORA.

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Hukum
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Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.
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